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PERATURAN DAERAH KABUPATEN“‘NHNKHASA“*“
NOMOR 1‘ TAHUN 2011
| HEPTANG -
PAJAK DAERAH 'HABUPATEN MINAHASA -
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

bahwa dengan berlak

uinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentahg

-Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Minahasa yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan:
bahwa berdasarkan pertimbangan. sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

menetapkan Peratura
Kabupaten Minahasa.

n Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang "Pembentukan Daerah

Tingkat I di Sulawes
Nomor 74, Tambahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Llembaran Negara Republik Indones ia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lemba

Surat Paksa (Lemba
Tambahan Lembar
sebagaimana telah diu
(Lembaran Negara Re

ran Negara Republik indonesia Nomor 3209);
r 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

r 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan -
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
bah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
hublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadllan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan °
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang No
(Lembaran Negara

Undang-Undang No
Perundang-undangan

or 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4389);.<x.... -
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15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor
dan Tanggung Jawab
Indonesia Tahun 2004
Indonesia Nomor 4400); .
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
- diubah beberapa kali|terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

10.

. 2008 tentang Peruba

- 2004 tentang Pemerint:
. Tahun 2008 Nomor

an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahuh

han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844); -

-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara

“Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

1

-
:
»
-
»
-
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Daerah (Lembaran

Tambahan Lembaran
. Peraturan Pemerintah
Undang-Undang Huku
Indonesia Tahun 198

N

Indonesia Nomor 3258):

. Peraturan Pemerinta
Pemeriksaan di Bidan
Tahun 1986 Nomor 4

- Nomor 3339),

. Peraturan Pemerintah

3
8);
h
g
6

ara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
egara Repubiik Indonesia Nomor 5049);

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
m Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Dalam Rangka Pena
“Republik Indonesia T:
Republik Indonesia N
. Peraturan Pemerinta
Barang Sitaan yang
rangka Penagihan Paj
Indonesia Tahun 200
Indonesia Nomor 405
. Peraturan Pemerin
Keuangan Daerah (
Nomor 140, Tamba

Pemerintahan Antar
Pemerintahan Daer:
Indonesia Tahun 200
. Peraturan Pemerinta
dan Pemanfaatan In
(Lembaran Negara
Lembaran Negara

Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan

an Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
un 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
or 4049);

omor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan
ikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam
k dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik

" Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 -
n Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor

omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

omor 82); -

omor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian

tif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ublic lridonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

blik Indonesia Nomor 5161);
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'20. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan

Bentuk Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 fpn'mnnND edur
Penyusunan Produk/Hukum 1 / MENGESAHKAN |
: / ' mT&%gmﬂ DIPERIKSA KEBENARANNYA

ASUNYA
pote-
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Menetapkan :

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
1.

o o

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah K
3.
4. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Pe

22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang
~ Urusan Pemerintahan Wajb dan” Pilhan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun

2008 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah. Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang -

Organisasi dan Tat
Minahasa Tahun 200

Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Nomor 9). '

Dengan Persetujuan 'Bersama

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

ME

PERATURAN DAERAH

DAERAH KABUPATEN MINAHASA

 KETE

Daerah adalah Kabupaten Minahasa.

Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.

dan

BUP‘JI MINAHASA

UTUSKAN: '

KABUPATEN' MINAHASA TENTANG PAJAK

MENGETAHU! / MENGESAHKAN. -
BAB | SALINAN FOTO COPY TFLAH DIPERIKSA KEBENARANNY A

TUAN umuyn I (i <A s e L

JABATAN KEPLLA BAGIAN HUKUM DAN
' PEET NG ANG - UNDANGAN

Pasal 1 :

dengan .

QX

SEESJE TOMEBOXAN, SH MSC,
TP w500 11988032005

abupaten Mnnahasa

angkat Daerah - yang diberi tugas tertentu dnbndang

perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peratur.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
terutang oleh orang pribadi atau badan y

an Bupati Minahasa.

Pajak, adalah kontribusi Wajib kepada Daerah yang
ang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperiuan Daerah -

bagi sebesar-besarnya kemakmuran raky
Badan adaiah sekumpulan orang dan

at.
atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nam

a dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif

dan bentuk usaha tetap.
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan

yang disediakan oleh hotel,

Hotel adalah fasiitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah peng
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

inapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan

10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oieh restoran. -
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dnpungut bayaran
yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk

jasa bogalkatering.

' 12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permaman dan/atau keramaian yang

14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, .. .

dinikmati dengan dipungut bayaran.
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- 34, surat Ketetapan Pajak Daerah, selan;

15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media "yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial memperkenanikan, menganjurkan, mempromosikan, atau
untuk menark perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dlhhat
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. -

16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan
sendiri maupun dari sumber lain.

17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan jadalah palak atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan, bak dari sumber alam dldalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan’ |ogam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan ‘dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. .

20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara

21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengampbilan dan/atau pemanfaatan air tanah,

22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah. permukaan
tanah.

23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegnatan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet.

24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga
collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.

25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. :

26. Waijib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak |dan kewajban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, = -

27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah paling|lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagn
WajibPajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan-pajak yang terutang. '

28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajb
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

29, Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, _

30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
“subyek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajb Pajak serta pengawasan penyetorannya,

31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat SPTPD, adalah surat yang -
oleh Wajb Pajak digunakan untuk melaporkan-penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
obyek pajek dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

32. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang salanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang
digunakan oleh Waijb Pajak untuk mel porkan data subyek dan. obyek Pajak .Bumi, dan .
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan| dangan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dangan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah,

ya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnyadisingkat SPPT, adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

- Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.ex, N T}i o 'Mﬁf\r@é@:\—ff?
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36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajek,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak
yang masih harus dibayar.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan. :

ng selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumla pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredlt
pajak atau pajek tidak terutang dan tidak ada kredit pajek. *

39, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajek yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredlt
pajak lebih besar daripada pajek yang terutang atau seharusnya tidek terutang.

40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulls
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah \yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Taghan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. :

42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan ~atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat KetetapanPajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Dagrah
‘Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
~Pajak Daerah Nihil,Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, - atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. -

44, Pembukuan "adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi angan yang meliputi harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca 'dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut. S

45, Pemeriksaan adalah serangkaian kegi

dan/atau bukti yang dilaksanakan secar

. pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

untuk tujuan lain dalam rangka melak

perpajakan daerah dan retribusi daerah.

46. Penyidikan tindak pidana di bidang

tindakan yang dilakukan oleh Pehyidik u

bukti itu membuat terang tindak pidana d

serta menemukan tersangkanya.

n menghimpun dan mengolah data, keterangan,
byektif dan profesional berdasarkan suatu standar
menuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
nakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian
k mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
idang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi

AB |l
PAJAK DAERAH
Pasal 2
MENGETAHUI / MENGESAHKAN
Jenis Pajak Daerah terdiri atas SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNY A
. Pajak Hotel, ' TavcoAL : 1 SRS o
. Pajak Restoran; ABATAN - KEPALABAGIAN HUKUM DAN

. Pajak Reklame; | | = AN,
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC,
MNIP. 195802431936032005

a
b
. . " PERUNDANG - UNDANGAN
c. Pajak Hiburan;
d
e

. Pajak Penerangan Jalan; «...
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Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

f .
g. Pajak Park"- SALINAN FOTOCOPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
h. Pajak Air Tanah; TANGGAL: (§ O ISCte SN
. . JABATAN - KEPALA BA
I Pajak Sarang Burung Walet. ‘ peauuo;xfc’ﬁ%%%#&?fw
 BAB I ' Q’-==- |
PAJAKHOTEL] - -5 crin SHNEC
Bagian Kesatu o
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
| sal 3

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas seti'ap pelayanan di Hotei.

(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotei dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai keiengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan
dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksu

teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci,

yang disediakan atau dikelola Hotel.
(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebaga

pada ayat (1) adalah fasiitas telepon, faksimile,
seterika, transportasi, dan fasiitas sejenis iainnya

mana dimaksud pada ayat ‘(1) adalah :

a. jasa tempat tinggal asrama yang diseienggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah; ,
b. jasa sewa apartemen, kondominium,

dan sejenisnya :

c. jasatempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, a
sosial lainnya yang sejenis; dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan
dimanfaatkan oleh umum;

~ (5) Subjek Pajak Hotei adalah orang pribadi

Hotel.
(6) Waijib Pajak Hotel adalah orang pribadi at

srama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti

wisata yang diselenggarakan oleh Hotei yang dapat

i ptau Badan yang meiakukan pembayaran kepada

au Badan yang mengusahakan Hotel.

; Bagian Kedua .
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak serta Wilayah Pemungutan

(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adaléh
kepada Hotel.

Pasal 4

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar

(2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen).
(3) Besaran pokok Pajak Hotei yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tanf sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini.

(4) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

PAJA

Bagi

BAB IV
K RESTORAN

n Kesatu -

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Restoran, « ..

Pasal 5
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(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan ya g disediakan oneh Restoran . _
(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meiiputi peiayanan

penjualan makan dan/atau minuman yang
pelayanan maupun ditempat lain.

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat

(4) Tidak termasuk objek Pajek Restoran apabila omset atau pendapatan restoran kurang dari Rp

500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per bulan.
(5) Subjek Pajak Restoran adalah orang pri

minuman dari Restoran .

di atau Badan yang membeli makanan dan/atau

(6) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakah Restoran .

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Tarif

(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adal
seharusnya diterima Restoran..

ajak serta Wilayah Pemungutan

#sal 6

ah jumiah pembayaran yang diterima atau yang

(2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(3) Besarnya Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebaganmana
dimaksud pada ayat (2) dengan dasar|pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini. .
(4) Pajak Restoran yang terutang dipungut d vrlilayah daerah tempat Restoran berlokasi:
BAB V

PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu |

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

" Pasal 7

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyele

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Paifk atas setiap penyelenggaraan hiburan.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada aya

ggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran
(1) adaiah:

e

MEN(J}Lfih(’ /l ;'\," )

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, da
j  pertandingan olahraga.

pacuan kuda, kendaraan bermotor; caF permainan keta‘ngk?a‘san;

a. -tontonan film; NG Sr‘ﬁﬁ«m\l
Y . \ SALINAN FOTO i

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, C?Sizﬁ“ v ff"’ 2“!;‘5" NARANNYA

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; - AL 1KEPALABAL

d. pameran; . . ' PERUNDANC "‘L,“g‘,:ﬂ;ﬂ’ff‘“

e. diskoti, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; - A (oI

f. s:rkus,_aqupat, dan sulap; _ _ “CESJE TO/30KeN, o vse

ﬁ. permainan bilyar, golf, dan bowling; NIF TR TSR e

.

pusat kebugaran (fitness center); dan

(4) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan,

(6) Waijib Pajak Hiburan adalah orang pribadi

atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

BLgian Kedua

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak serta Wilayah Pemungutan

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah
diterima oleh penyelenggara Hiburan. o

"3

Pasal 8

jumiah ‘uang yang diterima atau yang seharusnya

7

[Hems |
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(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan,

(3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(4) Knusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, Kiab
malam, permainan ketangkasan, panti pubt‘ dan mandn uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan
sebesar 50% (lima puluh lima persen).

(5) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional tarif Pajak Hlburan ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen). '

(6) Besaran Pokok Pajak Hiburan yang| terutang dihitung dengan cara mengahkan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini. - , . '

(7) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

AB VI
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

asal 9

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap pehyelenggaraan Reklame.
(2) 'Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame.
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
b. Reklame Kain; e R
c. Reklame melekat, stiker; MENGETAHUI / ME NGESAHKANM
d. Rekl ame seleber an; . SALINAN FOTg /ngPYSTELAH DIPERIKSA KEBENARA HNYA
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; TasG. E' v
f. Reklame udara; | ! ‘;ﬁfj‘oﬁgﬁmﬁﬂgﬁg&gf\
g. Reklame apung; ox
h. Reklame suara; P
i. Reklame film/slide; dan - ke
j  Reklame peragaan; e SR

(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak R klame adalah -

: a. penyelenggaran Reklame melalui internet, televisi, radlo warta harian, warta mingguan,

‘ warta bulanan, dan sejenisnys;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang dlperdagangkan, yang berfungsi untuk
membedakan dari produk sejenis lainnya;

¢. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasarg melekat pada bangunan tempat usaha

atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal
usaha atau profesi tersebut; ‘

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

(5) Subjek Pajak Reklame adalah orang p ibadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(6) Waijib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

(7) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang Pribadi atau Badan,
Wajib Pajak Rekiame adalah orang pribadi atau Badan tersebit.

(8) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib ..

Pajak Reklame.

gian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Serta Wilayah Pemungutan
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Pasal 10

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Niiai Sewa Reklame disingkat NSR.

(2) Dalam hal Rekiame diselenggarakan ole

h|pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Rekiame diselenggarakan se
pada ayat (1) dihitung dengan mempert

ndiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud
ikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi .

4

penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggara, jumlah dan ukuran media Reklame,

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaim:
dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Rekla
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame
sebagai berikut : NSR = Nilai Strategis

Jangka Waktu kali Harga Satuan Rekiame.

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame
dengan Peraturan Kepala Daerah,

ana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau
me ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
LEkasi kali Ukuran / Satuan Media Reklame kali
S

bagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan

(7) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen),

(8) Besaran pokok Pajak Reklame yang
sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dimaksud pada ayat (6) Pasal ini.

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
dengan dasar pengenbaan pajek sebagaimana

(9) Pajak Reklame yang terutang di pungut di Wilayah daerah tempat Reklame  tersebut

diselenggarakan.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

TANGGAL: l'(f G’QEQWSWtA

XEPALABAGIAN HUKUM DAN

EAB Vil
PAJAK PENERANGAN JALAN

JABATAN

| Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dip

asal 11

PEALNDANG- UNDANGAN

ungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri

maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) meliputi seluruh

pembangkit listrik.
(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan
a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi
b. penggunaan tenaga listrik pada temp

C. penggunaan tenaga listrik yang diha

memerlukan izin dari instansi teknis te

(5) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah o
tenaga listrik.

dan perwakilan asing dengan asas tlmTI balik;

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
Pemerintah dan Pemerintah Daeran;
at-tempat yang digunakan oleh kedutaan konsulat,

lkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak
rkait;
orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan

(6) WaijibPajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan menggunakan tenaga listrik.
(7) Dalam-hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah

penyedia tenaga listrik.

- ‘Babl
Dasar Pengenaan dan Tarif

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan

an Kedua
Pajak Serta Wilayah Pemungutan

Pasal 12

adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.ex..~
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jalan.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a dalam hal tenaga listrik berasal dari

umber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga

Listrk adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaidn

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan

endiri Nilal Jﬁal Tenaga Listrik dihltung berdasarkan

kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrk, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga

kwhivariabel yang ditagihkan dalam {

satuan listrik yang berlaku di wilayah
(3) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan
(4) Penggunaan tenaga listrik dari sumber |
alam, tarif pajek penerangan jalan ditetay
(6) Penggunaan Tenaga Listrik yang dihas
sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
(6) Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
dimaksud dalam Pasal 54.

(7) Pajak Penerangan Jalan yang terutang di

listrik.

ebesar 10% (sepuluh persen).
ain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas
okan sebesar 3% (tiga persen).
Ikan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan

1 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

ungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga

Pengg

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Bi&ian Ketiga

naan Hasil Pajak
Rasal 13

sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nama, Objek,

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan
pengambilan Mineral Bukan Logam dan
(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan
Logam dan Batuan yang meliputi :
asbes; -
batu tulis; ;
batu setengah permata;
batu kapur;
batu apung;
batu permata;
bentonit;
dolomit;
feldspar; -
garam batu (halite);
grafit;
granit/andesit;
gips;
kalsit;
kaolin;
leusit;
- magnesit; ex. -

QDO ITEFTTSQMNOQAODT®

ubjek dan Wajib Pajak
asal 14
Logam dan Batuan dipungut

Batuan.
Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan

Pajak atas setiap

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

TANGGAL - Dﬁ%fem%ﬂ_

JABATAN KEP#._A BAGIAN HUKUM DAN
PEFUNT 2NG- UNDANGAN

xr

- m )
__35E SIE TOMBOKAN, SH. MSC.
T 198802131986032005
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(3) Dikecualikan oleh objek Pajak Mineral Bu

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bl

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pad

mika;

marmer;

nitrat;

opsidien;

oker;

pasir dan Kkerikil
pasir kuarsa;
perlit

. phospat;

aa talk;

bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;

ee. tawas (alum);

ff. tras;

gg. yarosif;

bh. zeolit;

ii. basal

jjtraktit; dan

NS XE<grron

rntm e oo ot -

”\iLNGLT AL U‘ / ‘v/[F NGES \HhAI\
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKG A KEBINARAN W

TANGGAL . DWWWS"'% 1o

JABATAN & KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGA

G .

(GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC
NIP. 195902131985032005

kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

ayat (1) adalah :

kan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara. komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan

rumah tangga, pemancangan tiang lis

trik/telepon, penanaman pipa air/gas;

b. Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan- dari -
kegiatan pertambangan lainnya yan% tidak dimanfaatkan secara komersial.

(4) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam da

mengambil Mineral Bukan Logam dan Bat

(6) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam

Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
uan.
n Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang

mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

ian Kedua

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Serta Wilayah Pemungutan

asal 15

ikan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil

Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

a ayat (1) dihitung dengan mengallkan volume/tonase

hasﬂ pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan

/™\ JLogam dan Batuan.

3/ Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pad ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi

setempat di wilayah Daerah yang ditet
dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh,
arif Pajak Mineral Bukan Logam dan.

mengalikan tarif pajak sebagaimana di
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pengambilan Mineral Bukan Logam da

pkan oleh Bupati.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
igunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi
qang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

uan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

6) Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara
aksud pada ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak
asal ini.

(7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bduan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat
Batuan. .. -




s

BAB X

PAJAK

Bagia

PARKIR

‘ iKesatu

Nama, objek, Subj

k dan Wajib Pajak

Pasal 16

(1) Dengan nama Pajak Parkir dapungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar

badan jalan.

(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, bak yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha

termasuk penyediaan tempat penitipan kenda

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
raan bermotor.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pem
b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh

karyawannya sendiri;

c. Penyelenggaraan tempat parklr oleh ke

dengan asas timbal balik.
(4) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribad
bermotor.
(5) Waijib-Pajak Parkir adalah orang pribadi atau

Dasar Pengenaan dan Ta

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jum

kepada penyelenggara tempat parkir.

Pa Lal 17

Bagian Kedua
;f serta Wilayah Pemungutan

erintah dan Pemerintah Daerah;
perkantoran yang hanya digunakan untuk

dutaan, konsulat dan perwakilan negara asing

atau Badan yang melakukan parkir kendaraan

Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. .. -

ah pembayaran atau yang seharusnya dibayar

(2) Jumlah yang seharusnya harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

potongan harga parkir Cuma-Cuma yang di bs::b

(3) Tarif Pajak Parkirditetapkan sebesar 20% (

(4) Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang di

Pasal ini. -

(5) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilaya

BA

daerah tempat parkir berlokasi.

B IX

PAJAK |AIR TANAH

Bagian
Nama, Objek, \S? b

Pas

Kesatu

I 18

rikan kepada penerima jasa Parkir.
a puluh persen). "

hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan dasar peng e[aan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

jek dan Wajib Pajgk

MENGETAHU! / VEXGESAHKAN
SALINAN FOTOCOPYTELAH DIFERKS/. KEBEN-RANNYA

TANGGAL: med%tl

JABATAN - KEPALABAGIAM HUFUM DAN
PERUNDANG  UNDARGAN

Q_?

ESJ u" M BH MO

(1) Dengan riama'Pé'jak Air Tanah dipung{itd jak atas pehgambilan dan/atau pemanfaatan air

tanah.

(2) Objek Pajé’k Air Tanah adalah pengambilan|dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
ngairan pertanian dan. perikanan rakyat, serta -

untuk. keperluan dasar rumah tangga, p
peribadatan.
(4) Subjek Pajek Air Tanah adalah orang pri
dan/atau pemanfaatan Air tanah. ex_ .

hadi atau Badan yang melakukan pengambilan

12
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(5) Wajib Pajak Au' Tanah adalah orang priadi atau Badan yang melakukan pengambilan

dan/atau pernanfaatan Air tanah.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Serta Wilayah Pemungutan

P

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana

yang dihitung dengan merpertimbang‘kan s*r

jenis sumber air;
lokasi sumber air;

kualitas air; dan

o oo o

ar.

a ‘al 19

maksud pada'ayat (1) dinyatakan dalam rupiah

ilai Perolehan Air Tanah.
d
bagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

tujuan pengambilan dan/atau pemanfa atan air;
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.
(4) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar
(5) Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang

20 % (dua puluh persen).
] (terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pasal ini.
(6) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut d

i wilayah daerah tempat air diambil.

MENGETAHU! / MENGESA! V
| BhB X SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA ngf ?ﬁﬁ:l:m
PAJAK SARANG BURUNG WALET . "owstspmocicusie

Nama, Objek,

(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Wa
pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bag 1n Kesatu
L

Pasal 20

JABATAN :  KEPALABAGIAN HUKUM C:AN

PERUNDANG-UNDANCY
bjek dan Wajbo Rk <4

d
"i_f'f."Q.;E“?.-ww,M .

let dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau

(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung

Walet.

(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang

Burung Walet yang telah dikenakan Pene
(4) Subjek Pajak Sarang Burung Walet

rimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
dalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet,

(5) Wajb Pajak Sarang Burung Walet ad:

lah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

: Bagian Kedua
- Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Serta Wilayah Pemungutan

~ Pasal 21

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. ..

13




(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku didaerah yang
bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. _ ~ .

(3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

-
- (4) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
| (5) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
"’i ‘ tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. B
(6) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungur di wilayah daerah tempat pengambllan
% dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
_ JBJAB Xii :
% MASA PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK
m Bagian Kesatu
- sa Pajak
g asal 22

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

asal 23

(1) Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel, pelayanan di
restoran, penyelenggaraan hiburan, penggunaan tenaga listrik, pengambilan mineral bukan
logam dan batuan, penyelenggaraan tempat parkir, dan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarangburung walet.

(2) Terhadap pajak reklame dan pajak air tanah, pajak yang terutang terjadi saat penetapan pajak
oleh Bupati.

BL ian Kedua
Tata Cara Pemungutan

asal 24

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. '
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak .

atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak .
(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah :

a. Pajak Air Tanah; dan
b. Pajak Reklame. MENGETAHUI | ’UNW

B EEm EEwm

(4) Jenis Pajak yang dibayarkan sendiri oleh Waijib Pajak adalah ;"4 Foro COQSLELAH DPERKSA KEBENARANNYA
a. Pajak Hotel; . TANGGAL: f’é cﬂw
b. Pajak Restoran; VBATAN - KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
¢. Pajak Hiburan; PERNDANG - UNDANGAN
d. Pajak Penerangan Jalan; ; —
_ | _GFESE TOMBOKAN SH.MSC.
e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; : T qarenzt e 1850770058‘

f. Pajak Parkir; dan
g. Pajak Sarang Burung Walet. k
(5) Wajb Pajak yang memenuhi ke
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang dipersamakan.
(6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan
" nota perhitungan .st.. - .

jiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati
ibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain

.'/ -~
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(7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan

SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 25

(1) Dalam jangka waktu 5 (ima) fahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat

menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :
1. jika berdasarkan hasil pemeriks
atau kurang dibayar;

aan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentudan

setelah ditegur secara tertulis

. ditentukan dalam surat teguran;

3. jika kewajiban mengisi SPTPD
jabatan. :

tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana

tidak dipenuhi, pajak yang'terutang dihifung sécafé |

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumiah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang teru

tang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau

pajek tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang

dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutand;

dihitung sejak saat terutangnya pajak.
dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dikenakan sanksi administratf berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari

jumiah kekurangan pajak tersebut.
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada
sendiri sebelum dilakukan tindakan pem
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam S
angka 3) dikenakan sanksi administratif
dari pokok pajak ditambah sanksi admin
dihitung dari pajak yang kurang atau ter
puluh empat) bulan dihitung sejak saat t

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau doku

yat (3) tidak dikenakan jika Waijib Pajak melaporkan
eriksaan. ' ' Lo
PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
istratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
ambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
erutangnya pajak. ~

Pasal 26

men lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ¢
lain yang dipersamakan, SPTPD, SKR

ara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen
DKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sur

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STFLD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak at

b. dari hasil penelitian SPTPD terda
dan/atau salah hitung;

¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi adm

“ ngian Ketiga

MENGETAHUI / MENGES ARk -\
SALINAR ZOTC: COPY TELAH DIPERiKS S KE: ~8- 52

t Tagihan Pajak Ot et DIPERKS ¢
TANGGAL - Uj‘”&—u.g Vs TN

JBATAN  KEPALA BAGIAN HUK 1yt
Pasal 27 PERUND.&IG - MDAyt
C»
. e
_GEESJE TOMBOKAN, SH, MSC.

u kurang dibayar;

, i NIP 19590513198 -
pat kekurangan pembaaram sebagai akibat-s alanfulis

nistratif berupa bunga dan/atau denda; ex _..
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huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejaksaat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Keempat
3 Tata Cara Pembayaran dan Penaglhan

~ (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang ia am STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

P

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan_penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitk ‘

(3) Kepala Daerah atas peromohonan Waijib
dapat memberikan persetujuan kepad
pembayaran pajak, dengan dikenakan bu

jak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
a sebesar 2% (dua persen) sebuian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran

angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
sal 29

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberat dan Putusan Bandmg yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya d pat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penaghan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasatkan—peracum-peumdanﬂa-_—
' MENGETAHU1 /] MENGESAHKAN

SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENAZ ANNY A

undangan.

: DANSESUA! DENGAN ASLINVA.
Bagian Kelima _ TANGGAL: | Hbdeer S -
Kebera n dan Bandln JABATAN = 77" gqup,z qunt Vu
asal 30 : - - _....,“
' _GEESJE TOH 3}-, :‘J@;;’Q

ST 105007

(1) Wajb Pajak dapat mengaJukan kebera an hanya kepada Kepafa—Baerah atatrPeyabat yang—'— ‘

dltunjuk atas suatu :
- SPPT;

SKPD;
SKPDKEB;
SKPDKBT;
SKPDLB;

SKPDN; dan
Pemotongan atau pemungutan aleh pihak ketnga berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan d

@ o a0ow

di luar kekuasaannya. <x. .
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(4) Keberatan dapat diajukan apabila Waj ajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persy
ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap seb
(6) Tanda penerimaan surat keberatan ya
ditunjuk atau tanda pengiriman surat ke

penerimaan suratkeberatan.

tan sebagaimana dnmaksud pada ayat (1), ayat 2), .

ai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang
ratan melalun surat pos tercatat sebagai tanda bukti

ﬁrrm—mﬁc"x

asal 31

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu p
keberatan diterima, harus memberi kep

fing lama 12 (dua belas ) bulan, sejak tanggal surat
san atas keberatan yang diajukan.

. (2) Keputusan' Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebaglan

menolak atau menambah besarnya paj
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana di
tidak memberi suatu keputusan, kebera

yang terutang.

—m—ﬂ—e&—m

7—&?

yang dlajukan tersebut dianggap dikabulkan.
asal 32

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding: hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana d?u aksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalami
Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilamplr] salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

-(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewapban membayar pajak sampal dengan 1

(satu) bulan sejak tanggal penerbntan Putusan Banding.
asal 33
(1) Jika pengajuan keberatan atau perm' onan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,

kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihiting sejak bulan pelunasan sampal

- dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebaglan Wajib Pajak dikenai sanks|
administratif berupa denda sebesar §0% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurang| dew #n pajak - yang 'telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan. |

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan é) rmohonan bandlng, sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) sebagalmana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding dltolék ‘atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi

administratif berupa denda sebesar1P0% (seratus -persen) darl jumlah pajak berdasarkan

Putusan Banding dikurangi dengaH pembayaran pajak yang . telah dibayar sebelum .

mengajukan keberatan,

. Lglan Keenam
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
Pengahapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 34

(1) Atas Permohonan Waijib Pajak atau Karena jabatannyabKepala DRaerah dapat memb etukan
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPMNGMHSKPDMBWM@ dalam
penerbltannya terdapat kesalahan tuhs dan/atau késéf‘éﬁ&folﬁ‘ ".'r’-’;-) P j%én

~~~~~

ksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah



]
-
i 2) Kepala Daerah dapat '
-, . Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
- kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
g dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajlb Pajak atau bukan karena
- _kesalahannya; ﬁ
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD,
- | SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
¢. Mengurangkan atau membatalkan STPD ' .

d. Membatalkan hasil pemerlksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan
% tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

5 e. Mengurangkan ketetapan pajek terutang berdasarkan pertlmbangan kemampuan
b} membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajek.
-l (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) -
25; ~ diatur dengan Peraturan Kepala Daerah,

B Xl ~
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

" Pasal 35

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Waijb Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua. belas) bulan, sejek diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan p bayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan keputusan. .

- (3) Kepala Daerah dalam jangka wakiu
permohonan pengembalian kelebihan
ayat (1), harusmemberikan keputusan.

(4) Apabila keputusan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (ZL dan ayat (3) telah
ditampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Pajak atau Retribusi diangg p dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi iainnya,
kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut. | :

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu pahng I ma 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau
SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayar n Pajak atau-Retribusi dilakukan setelah Iewat 2 (dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ‘atds
keterlambatan pembayaran kelebinan pembayaran Pajak atau Retribusi.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau ibusi.sebagaimana dimaksud

ling fama 6 (enam) bulan, sejak -diterimanya-~
bayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ke ala Daerah. MENGE T = MENGEW AN
' ‘ n SAUNAN FCIG (1007 2 1 ERIKSA K Svaranaiya
BAB XV - | won @ cﬁ&e&‘}l‘ Yoz |

KEDALUWARSA PENAGIHAN e - BASIAN UKUM DA j'

PERUNDANG - UNDANGA!
|
—0Ce |
SEESJE TOMBOKAN, SH, MSC.

o o NIP. 19590213
(1) Hak untuk melakukan penagihian Pajak menjadi kedaluwarsa™setetatrmmetan 'rpatwamoﬁm)_*_f
tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabnla Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bldang perpajakan daerah ‘ :

asal 36




(2) Kedalurwasa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. Ada pengakuan utang pajek dari Wajb Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
~ (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaumana dimaksud pada ayat (2)
huruf 8, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah’
1 Wajib. Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum |
] melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengkuan utang secara tidak langsung segaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf b dapat
g diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 37

kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan .Keputusan Pengh

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagnl lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
A
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pad %

san Plutang PaJak kabupaten yang sudah

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak ng sudah kedalywarsa diatur' dengan Peraturan

Kepala Daerah.

PEMBUKUAN) N PEMER]KSAAN

(1) Waijb Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. :

(2) Kriteria Wajib Pajek dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dia rdengan Peraturan Kepala Daerah.

Bf | asal 38
3 sal 39
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan -
perpajakan daerah.
(2) Wajib Pajak atau Waijib Retribusi yang di
a. Memperlihatkan dan/atau memmja an buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen Iain yang b r ubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi
yang terutang;

3 b.- Memberikan kesempatan untuk meZu suki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

[ e

i (1) Kepala Daerah berwenang melakukan ;ijfmenksaan tintuk menguji kepatuhan pemenuhan

riksa wajib :

2; ¢. Memberikan keterangan yang diperlukan. - MENGE PA{l] , Mk «(:‘?bA"WA\
‘ SALINAN FOTO COY 121 A DIPERIKSA KEBENA RN vA

BABXVI 1 TANGGAL wn@&rl_&%m%
PEFINOG - UNDANGA

INSENT PEMUNGUTAN | 8im  ~ebei oo
asal 40 . | @ — S

__GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC..
(1) Instansi yang melaksanakan pemunguta Pajak Daerah dibek-nsentif-atas R4/ HaRkearMEn
kinetja tertentu. :

(2) Pemberian insentif sebagalmana dima sud pada ayat (1) dltetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah :




s B

3 Téta cara pemberian dan pemanfaatan (insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per:Ldang-undangan yang berlaku.

-BAB XVl :
KETENTUA F KHUSUS

Pas ?I 41

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sésuatu yang diketahui atéu”

~ diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak |dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundangsundangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentua . peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah. :

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
‘pengadilan; dan ' o : Coe

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Darah untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah,

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak:
kepada pihak yang ditunjuk. ~

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas
permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala
Darah dapat memberi izin tertulis kepada | pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperllhatkan bukti
tertulis dan keterangan Waijib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka
atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan W&’&KF Aaﬂdana ‘

yang bersangkutan dengan keterangan yang dimihta. SALNAN FOTO COPY 5.5 L PERK S KT v
. | TANGGAL ‘ %"‘OL\A‘ &0(9—
Bﬁa XVl . JABATAN . KEPAL: -
PENYIDIKAN ' PERUR..
. ‘ r
Pasal 42 | EETTOMBYCAN i3 MSC,
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(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di [ingkungan Pemenntah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ‘

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan .atau laporan berkenaan -
dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas; ‘

b. Menefiti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah; .

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan :
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; es...
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3 d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen [lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
3 ‘perpajakan Daerah ; j

b e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
i | dokumen lain; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalamrangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
- bidang perpajakan Daerah;
g g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada

| saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau
. dokumen yang dibawa; ' ‘

! h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanaperpajakan Daerah ;

i Memanggi orang untuk didengar keterangannya dan dipériksa sebagai tersangka atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
: (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayeﬁtjﬁ) memberitahukannya dimulainya penyidikan dan
i memyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi .
# ‘ Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yarg—diaturdalam Undang—undang._.._

Hukum Acara Pidana. MENGETAHU ,’ MECNGESGIKAN
: ) ' SALINAN FOTO COFY TEL2 DIPERIKSA KHBESARA

b : - SBAN A SNYA
i 8 . BAB XIX TANGGAL Qh b’(l.,éhs .lol&
JASATAN AR "UK UM GaN

KETENTUAN PIDANA | F NG
..___Qx_..

l
:
i
3 j :Aa::;hentikan penyidikan; dan/atau
]
l
l

‘,jfi e E ’ sl M MiC.

P #al 43

o00E

3 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tuia menyampankan*SPTPt) atau mengrsrtrdakﬁenar-—J
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan - ’

keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

a pidana denda paling banyak 2 (dua) kali wah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

, (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
- benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
2 ‘ keuangan Daerah dapat dipidana denga% pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau’

pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
E dibayar.

Pzisal 44

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun sejek saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun
Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

sal 45

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling -

~banyak Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah). o

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenubhi
kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajban pejabat
sebagaimana dimaksud 'dalam Pasal |42 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah). ' _

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. <. '
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(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)'sesqai dengan sifathya
adalah menyangkut kepentingan p'ribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak , karena itu

dijadikan tindak pidana peNgaduan.

]

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasa
negara. "

*. KETENT

asal 46

3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan

BAB XX

AN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berla semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang

Pajak Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peratran Daerah i iberlaku pada ta nggal diundangkan. .
Agar setiap orang dapat mengeta linya, memerintahkal pengufidangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatarinya dalam Lembarah Daerah Kabupaten Minahasa, ... : v

Diundangkan di Tondano . MENGETAHQ;; /- ]
pada tqg,ggaLN:{ /4?""(' 20/l SAUNANFOTOCC- ~ AHOPER 9
UOr N . rancoaL - W6 WIS S (2
SDAERAH KA BUPATEN MINAHASA, r&aran ; FUKUM DAN
o ‘ ~ DANGAN
—
ZROUWKAROUWAN, MM T

. ;};}f-ﬁ;?{.j;‘i‘"?:_“j#é\mbina Utama Muda
~"NIP. 19560728 197812 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2011 NOMOR /
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PENJELASAN
TAS

PERATURAN DAE KABUPATENMINAHASA
| NOMOR /1 TAHUN 2011 -

NTANG
PAJAK DAERAH KABUPATEN MINAHASA

PENJELASAN UMUM

'yang luas, nyata dan bertanggungjaw

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka Pemerintah Daerah  dituntut untuk dapat
mengembangkan potensi-potensi Pendapatan Daerah guna melaksanakan otonomi Daerah .

. Demikian halnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai- pengganti Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang perubahan atas|Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya mewujudkan otonomi Daerah dari aspek
pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli
Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah:

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diataé, maka dengan berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 khususnya menyangkut Pajak Daerah perlu disesuaikan
dan di tuangkan dalam Peraturan Daerah.

|

\
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

" Pasal 2

Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22

Pasal 23

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

* Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas . -

SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

TANGGAL: Dvmmmﬁua_
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MENGETAHUI | MENGESAHKAN
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Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31

- Pasal 32

Pasal 33
Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas -

Cukup jelas

Cukup jelas ...
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